LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON

=1 e
EI"'II'III RIPAH LOH JINI'II.LI

NOMOR 1 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 telah diatur
mengenai Kedudukan Protokoler  dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;

b. bahwa sehubungan dengan telah disahkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005,
maka Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah  Kota  Cirebon  perlu
diselaraskan kembali;

Mengingat :

. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b di

atas, maka pengaturan mengenai Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Cirebon perlu ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kota Cirebon;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3985),
berikut perubahan-perubahannya,;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
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. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4251);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4090);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4417);
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14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4480);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN
2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIREBON.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 11), yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Cirebon dengan Keputusan DPRD Kota Cirebon
Nomor 28 Tahun 2004 tanggal 22 Desember 2004 diubah
sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah, sehingga Pasal 1
angka 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang
disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan,
penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan
perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya,
kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian
pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan
biaya pengurusan jenazabh.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11
ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janiji
dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota
dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD di gedung
DPRD yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang
dipandang layak untuk itu.

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 ayat (1)
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam
Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran
atau Badan Kehormatan atau Alat kelengkapan lainnya
yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan
sebagai berikut :
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Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari
Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari
Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari
Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan
Jabatan Ketua DPRD.

Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi
sebagai berikut :

1)

(2)

3)

(4)

Pasal 21

Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya
diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam
bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada
Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kota melalui proses pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang
mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan vyaitu
suami atau istri dan 2 ( dua) orang anak.

Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1
(satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota
DPRD.

Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Dalam hal Pemerintah Kota belum menyediakan
rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota
DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan
perumahan.

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan
setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan
sumpah/janiji.

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas
kepatutan , kewajaran dan rasionalitas serta standar
harga setempat yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan
perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 26

(1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan
pakaian dinas beserta atributnya.

(2) Pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :

a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang
dalam 1 (satu) tahun;

b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang
dalam 1 (satu) tahun;

c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang
dalam 5 (lima) tahun;

d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang disediakan 1
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
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